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ABSTRAK

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Penlu petugas  pemilu di Indonesia,  dengan
dikuatkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemily
Dalam penycienggaraan Pemilu Bawasln mendapat nintangan dengan adanya pelanggaran
dan sengheta pemilu. Pelanggaran pemilu terdim atas pelanggaran pidana, admmitrasi dan
pelanggaran kode etik. Sementara sengheta pemilu terhagr atus sengketa husil dan sengkets
non hasil. Permasalabun yang dibahas dalam tests i adalah Bagamana pencrapan
kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinst Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011, Tindakan hukum Bawaslu dalam kecurangan pemilu pilkada dan Kontrukst hukum
kewenangan Bawaslu dalam mencegah kecurangan pilkada, Metode penclitian  yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penclitian yang mengkaji sustu dokumen
seperti UU No, 15 ahun 2011 tentang penyelenggarman pemilu. Tehnik penankan kesimpulan
menggunakan metode deduknf. Berdasarkan hasil penclitian, pencrapan  kewenangan
Bawaslu Provinsi belum sesusi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
adalah Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran adminitrasi Pemilu. Scharusnya,
penanganan pelanggaraan scogketa adminitrasi pemilu perlu diperjelas kama selama ini,
banyak perkars pemilu yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi diluar kewenangan
Mahkamah, Tindakan hukum Bawaslu mengenai kecurangan Pemilukads. Pertama,
pelanggaran disclesaikan melalui Bawaslu schagai lembaga yang memiliki kewenangan
terhadap sctiap tahapan pelaksanaan pemily. Kontruksi Hukum kewenangan Bawasly
Pertama, fungsi penguwasan di kuatkan dengan kerjasama  Kpu, peserta pemily, pemilib,
orgamisasi kemasyarakatan, Kedus, penyederhanan sistem penegakan hukum  dalam
penyelesaian pemilu yaita Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran adminitrasi pemily,
dlnmmjadipamdikmpenmmmmpchnmumiluymgw
langsung terhadap hasil pemilu.

Kats Kuncr Kewenangan. Rekontnksi Hubuen, Tindakan Hukum

Pembimbing Kedua

SHLLM MDD g on
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ABSTRACT

General Election Supervisory National Agency (Bowaslu) organizes General Elections in
Indonesia under act No. 15 of 2011 concerning the Implementation of General Elections, In
organizing the general election, the agency faces violations and disputes in general clection as
obstacles to their tasks. In details, violations are divided into criminal, administrative and
ethical code, and while disputes into result and non-result This study aims at analysing the
i on of the authority of the agency in provincial General Election in compliance to
Act No. 15 of 2011, that is the legal action toward fraud in the election and legal construction
of its authority in preventing the fraud. 1t is normative legal study which examines Act No. 15
of 2011 concerning the Implementation of General Elections with deductive inference
rechniques. Based on the rescarch results, it is concluded that the implementation of the
wwthotilymmtiucompliuuwithActNo 15 Year 2011 concerning the
jmplementation of general clections, i ¢, examining, reviewing, and deciding on violations of

election administration. The dispute of general clection heard at Constitutional Court
should have been heard outside the Constitutional Court Furthermore, the procedure in
regional general election administration dispute handling is administered by the General
Election Supervisory Nationai Agency which disposes the authority in every level of election
process. Additionally, Legal construction of the authority of the agency arc: (1) strengthening
of supervisory function with the help from the General Election Commission (KPU), voters
and community organizations; (2) simﬁljﬁcation of law enforcement system in the settlement
of general elections that is the authority to enforce the regulation toward election
administration violations and to become, -mng and  prosecutor of suspected election

violations with direct impact toward its result€. =

eI b
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi
Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan
pemilu. Dalam perkembangannya, seiring dengan kompleksitas persoalan
ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut
independent regulatory boards atau independent regulatory agencies dan atau ada
yang menyebutnya independent regulatory commissions serta auxiliary state
organ.

Selain keindependensian dari KPU, katagori demokratis dalam hal
penyelenggaraan pemilu juga ditentukan dengan keindependensian lembaga
pengawasnya. Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya
pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas pemilu pertama
kali muncul ada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan
pemilu (Panwaslak). Akan tetapi, posisi panwaslak dalam struktur penyelenggara
pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua
panitia pemilihan umum (pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum)
sesuai dengan tingkatanya.?

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan

terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

'Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. “Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi
Negara di Indonesia”. Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK,
2009, him. 146.

’Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017. him. 61.



Pemilu. Secara kelembagaan pengawasan pemilu dikuatkan kembali dengan
dibetuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi dengan nama
Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). selain itu pada konteks
kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan
adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan
pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu menyebutkan bahwa
pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk terselenggarakannya
pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan di antara kedua nya antara lain, pemantau
pemilu hanya memantau penyelenggara, sementara pengawas pemilu memiliki
peran yang lebis luas, yaitu menyelesaikan penyelenggaraan dan sengketa pemilu.
Selain itu pemantau sebagian besar hanya terlibat dalam pada hari pemungutan
suara, sementara pengawasan terlibat untuk seluruh tahapan pemilu.

Salah satu putusan nya Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI111/2010
memberikan kepastian akan permasalahan diatas. Didalam putusannya Mahkamah
Konstitusi melihat bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya

dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan



umum dalam halini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan aman.’

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal pelanggaran
pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana,
pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil
pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.*

Undang-undang yang berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi
No. 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemiluyang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.”

Dari dalam pasal 1 angka 5 ini dapat kita lihat bahwa kedudukan
Bawaslu saat ini semakin jelas dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan bawaslu.
Beberapa pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas bawaslu diantaranya

yaitu, Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap.

*putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VI111/2010 tentang Pengujian UndangUndang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, him. 111-112.

*https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/, diakses
pada hari Selasa, tanggal 10-08-2019, Pukul: 20:18 WIB.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).



https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat
dihapuskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 dikembalikan kembali kepada
Bawaslu.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur terkait
menguatkan posisi Bawaslu dengan peraturan yang lebih rinci dan meluas tentang
tugas dan kewenangannya, namun fakta dilapangan memperlihatkan belum
maksimalnya pengawasan oleh Bawaslu. Beberapa temuan kasus pelanggaran
pemilu juga memperlihatkan ketidak maksimalan intansi atau lembaga Bawaslu
dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa kasus tersebut seperti tindak
pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan melalui salah satu media
televisi swasta atu daerah. Kasus selanjutnya adalah mengenai pemasangan alat
peraga kampanye yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan KPU.

Meskipun telah dilakukan penindakan secara responsuf dengan
pencabutan alat peraga, namun tidak adanya sanksi tegas bagi caleg yang
melanggar tidak menimbulkan efek jera.’Pelanggaran tindakpidana pemiluberupa
politik uang menjadi temuan kasus selajutnya, dimana atas kasus ini tidak ada
kabar informasi tindak lanjut dari Bawaslu tentang laporan tersebut.’

Terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum ini secara prinsipiel dibentuk dengan dasar menyelaraskan serta
menggabungkan pengatur pemilu yang termuat dalam tiga Undang-undang, yaitu
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

®Ibid.
"Ibid.



pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Akan tetapi pada
kenyataan nya didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin
diperkuat dengan beberapa dengan adanya beberapa perubahan aturan. Beberapa
perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu,
perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa dengan melihat sejarah
pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru
mengenai Bawaslu yang terdapat didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sedikit
banyaknya akan dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang
diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Jika kita berbicara terkait tindak kecurangan — kecurangan dalam pilkada
telah dibuat didalamUndang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintaan
Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait
tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam
pelanggaran pemilukada. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau
pemilukada tersebut Mahkamah membagi dalam 3 macam pelanggaran kategori.
Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, didalam hal ini kecurangan yang tidak berpengaruh atau tidak
dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti
pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga
yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Kedua, suatu tindak pelanggaran didalam proses pelaksanaa pemilu

atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti



politik uang serta hal lain, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana
pemilu, dan sebagainya. Ketiga, tindak suatu kecurangan tentang persyaratan
menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah
dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen)
dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena
ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Oleh karena itu, Undang-Undang harus mencerminkan gagasan yang ada
dibelakangnya yaitu keadilan. Undang - Undang bukan sekedar produk tawar
menawar politik.Jika suatu Undang-Undang cumamenghasilkan dan merupakan
legitimasi dari tawar-menawar politik, Undang-Undang itu memang diundangkan
dan sah tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-
nilai keadilan.®

Dalam ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu,
yakni KPU, Bawaslu serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat
dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum
dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk
dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis dan
demokratis. Serta secara umum Undang-undang ini mengatur mengenai
penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa

pemilu, serta tindak pidana pemilu.

B. Rumusan Masalah

®Riri Nazriyah. “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum ”. (Kajian terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-1X/2011). Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol, 2011, him.
110.



Berdasarkan rangkaian latar belakang yang terdapat di atas, maka penulis

dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1.

Bagaimana Penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu didalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan jika terdapat tindak kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah ?

Bagaimana kontruksi hukum terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

Kepala Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk

mengetahui :

1.

Untuk mengetahui penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mengetahui tindakan Badan Pengawas Pemilu mengenai tindakan
hukum yang akan dilakukan jika terdapat tindak kecurangan didalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi kewenangan Badan Pengawas
Pemilu untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah ?



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan
ilmu bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.

Dapat menjadi perhatian khusus bagi Intansi Pemerintah (Bawaslu),
terkait rekonstruksi kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pada saat ini
hampir sebagian masyarakat merasa kurang percaya akan peran Bawaslu.
Karna masih banyaknya laporan dari masyarakat mengenai rasa kurang
memuaskannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serta

pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi.

2. Secara Praktis

a.

Dengan adanya penulisan ini diharapkan Bawaslu dalam menjalankan
tugas, fungsi serta wewenangnya dapat lebih baik lagi kedepan nya serta
menjadi lembaga yang dipercaya penuh oleh masyarakat dalam setiap

kegiatan pemilu yang diselenggarakan.



b. Dapat menjadi suatu pandangan bagi kepala daerah agar kedepan dapat
ikut serta berperan aktif salah satunya dengan mensosialisasikan pemilu
yang bersifat Jurdil.

c. Dengan adanya ini penulis harap kedepan masyarakat dapat ikut serta
berperan lebih aktif lagi bahwasannya tindak pelanggaran pemilu dapat

dicegah dengan bersama-sama mengikuti peraturan yang sudah ada.

E. Kerangka Teori

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. berarti negara Indonesia
menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara
hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat
Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta
menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai
dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.
Hukum harus dapat menjadi tonggak untuk mengadakan pembaharuan dalam
masyarakat (social engineering), artinya hukum dapat menjadi suatu kondisi yang
mengarahkan masyarakat kepadakeadaan yang harmonis dalam memperbaiki
kehidupannya.’

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal
ini di tegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi : “Presiden dan

Wakil Presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh

® Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina
Cipta, Bandung, 1976, him. 8-9.



rakyat”. Salah satu tujuan reformasi adalah mewujudkan Indonesia baru yang
lebih demokratis, dengan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat. Kedaulatan
itu selama ini berada di tangan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR.

Soerjono Soekamto, kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain
tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga
ditentukan oleh teori, teori bermanfaat untuk menjelaskan proses terjadinya
sesuatu. Teori ini harus diuji dengan serangkaian kejadian yang menunjukkan
kebenaran dan ketidakbenarannya.

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori itu
adalah yang diangkat dari berbagai pendapat sebagai pegangan baik yang disetujui
ataupun tidak. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan
atau petunjuk dan meramalkan terhadap gejala yang diamati.

1. Grand Theory

Teori utama (Grand Theory) yang digunakan adalah teori demokrasi yaitu
demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat cratein atau cratos yang
berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demos cratos (demokrasi)
memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam An Introduction to Democratic Theory, memberikan pengertian demokrasi
sebagai: A democratic political system is one in which public politicies are made

on majority basis, by representatives subject to effective pouler control at periodic



elections which are conducted on the principle of politicial equality and under
conditions of political freedom.®
Merriem menuturkan bahwa teori demokrasi didefinisikan sebagai
pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana
kekuasan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara
langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya
dilakukan dengan cara mengadakanpemilu bebas yang diadakan secara periodik;
rakyat umum Kkhususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya
distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi,
kekuasaan berada ditangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan
rakyat) lebih diutamakan.
a. Monarki pemerintahan dibawah wewenang seorang penguasa, Yakni
raja/ratu dan kaisar.
b. Aristocracy pemerintahan dibawah wewenang para bangsawan (warisan)
c. Oligarki pemerintahan dibawah wewenang sejumlah orang.
d. Theokrasi “Pemerintahan dibawah wewenang Tuhan”, pada kenyataannya
merupakan pemerintahan dibawah kaum agamawan.
e. Diktator  pemerintahan  dibawah ~ wewenang seseorang  yang
mendapatkannya melalui kekuatan/pemberontakan. (biasanya diktator

militer)

Henry B, Mayo, An Introduction to Democratic Theory, 1960, him. 70.



Dari berbagai sudut pandang dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa
diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya
kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan
bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh
rakyat.'!

Masalah yang terjadi pada demokrasi terletak pada prinsip-prinsip yang
mempengaruhinya,  sehingga  prinsip-prinsip  pokok  demokrasi  yang
dikembangkan tersebut adalah : a.  Kesetaraan warga negara; b. Kemerdekaan;
c. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan; d. Kebijakan bersama prinsip.

Kebijakan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan
diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan
kepentingan bersama diatas kepentingan diri dan keluarga.

Trias politika adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga
berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk
membuat Undang-undang; Eksekutif adalah yang melaksanakan Undang-undang
dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara
secara keseluruhan, menginterprestasikan undang-undang jika ada sengketa serta
menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun Yyang
melanggar undang-undang.

Teori demokrasi adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah terkait kendala-kendala Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam

mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala

YA, Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi
Manusia, danMasyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, him. 131.



Daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa Konsekwensi sebagai negara
modern maka Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai instrumen dalam
menjalankan pemerintahan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
yang berbunyi : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden
dan wakil presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

2. Middle Theory

Middle Theory didalam suatu penelitian ini adalah menggunakan teori
kewenangan atau wewenang disejajarkan “authority” dalam suatu bahasa asing
dan “bevoegheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law
Dictionary diartikan sebagai Legal Power, a right to command or to act’ the right
and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued
in scope of their public duties.” (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan
hukum, hak untuk bertindak; hak untuk kekuasaan pejabat publik untuk
memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Teori kewenangan adalah sebagai salah satu hak untuk melaksanakan satu
atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan regulasi dan standarnisasi,
pengurusan (adminitrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.*®
Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga

komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

121
Ibid.
BGanjong, Pemerintahan Daerah Kajian Hukum dan Politik, Bogor; Ghalia Indonesia, 2007,
him. 93.



Berjalan dengan pilar-pilar utama suatu negara hukum yaitu asas legalitas
(legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar inilah prinsip
bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan.
Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh
wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga, mandat,
ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.**

Dalam suatu teori kewenangan ini juga terdapat tiga macam kewenangan
yang dapat dilakukan yaitu adalah sebagai berikut :*

a. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subyek hukum.
b. Dasar hukum adalah dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus
dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
c. Konformitas hukum adalah mengandung makna adanya standard wewenang,
yaitu standard umum ( semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk
jenis wewenang tertentu)”
Menurut teori ini pada pokoknya terdapat sifat-sifat yang
memperngaruhinya, yang mana sifat-sifat tersebut mempunyai arti netral sehingga

dampak positif dan negatif terletak pada sifat-sifat kewenangan tersebut.

a. Kewenangan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat
digunakan.
b. kewenangan fakultatif terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib

menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

“Ibid, him.70-75.
Bhttps://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN, diakses pada hari Senin,
tanggal 10-08-2019, Pukul 20:40 WIB.
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C. Kewenanga bebas adalah apabila peraturan dasarnya memberikan
kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi
dari  keputusan yang akan dikeluarkan.

Teori kewenangan adalah teori yang digunakan untul menjawab
rumusan masalah terkait kendala-kendala Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
terkait kewenangannya dalam menjalankan pelaksaan pemilihan Kepala Daerah
menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu, dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek faktor-faktor yang telah
dijelaskan dalam teori kewenangan.

Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (material), wilayah/ruang
(locus) dan waktu (tempus). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat
wewenang atau dalam artian bahwa diluar batas-batas itu suatu tindakan
pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori pemilu yang
menurut joseph Scumpeter’® adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi
adalah  suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang mendudukkan
penyenggaraan pemilin umum ditempat yang bebas dan berkala sebagai kriteria
utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi.
Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sitem demokrasi, dengan dilakukannya

pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya.

1%Joseph Scumpeter, Capitalusm, Socialsm, and Democracy, New York: Jarper., 1947, him,
10.



Pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan
demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang
sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Pengertian demokrasi secara
sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih
pemimpin politik. Warga negara di berikan kesempatan untuk memilih salah satu
di antara pemimpin-pemimpin politik yangbersaing meraih suara.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi
dalam demokrasi pewakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam Journal of
Democracy,” bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi krikeria,
yaiutu keterbukaan, ketepatan, keektifan. Sebagai salah satu sarana demokrasis.
Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka
dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses
pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu
akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan
kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat di harapkan pula dapat
memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.'®

Teori pemilihan umum adalah teori yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah terkait konstruksi kewenangan bawaslu dalam menciptakan

pelaksaan pemilihan Kepala Daerah yang adil, jujur dan bertanggung jawab.

YElkit, J dan Sevenson, Journal Of Democracy, dalam prihatmoto, Joko J.
Mendemokratiskan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, him. 8.

8Syamsuddin Haris. Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1988, him. 152.



Dimana masih terdapat tindak kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan
masif masih terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu tersebut.

Namun pada kenyataannya, terdapat tiga tujuan dari pemilu.'® Pertama,
sebagai mekanisme untuk menyelesi para pemimpin pemerintahan dan alternatif
kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi
sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Seseorang yang memilik
otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakul rakyat
tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu
diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan

pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Menurut penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang
diperoleh pemerintah menjadi kuat dana bisa karena hal tersebut merupakan hasil
pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi,
pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat
menumbuh kembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.
F. Kerangka Konseptual
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Struktur perubahan yang terjadi didalam lembaga pengawas pemilu
masih berjalan dengan dikeluarkan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggaran Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu

dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat

®Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992, him. 181-182.



Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
Selain itu pada bagian kesektariatan dalam lembaga bawaslu juga didukung oleh
unit kesektariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sektariat Jendral Bawaslu. Selain
itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, bawaslu berdasarkan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa
pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, pengawas pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang,
yakni pengawas pemilu yang ada dipusat yang disebut dengan bawaslu, di
provinsi yang disebut dengan Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu ditingkat
Kabupaten/Kota yang disingkat Panwaslu. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat
tetap, sedangkan Panwaslu bersifat tetap.

Pada dasarnya kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilu adalah
dalam proses quasi yudisial adalah dalam hal ini kewenangan bawaslu menerima,
memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek
dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan lembaga KPU dimana

keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan Berita

Acara.
B. Tindak Pelanggaran dalam Pemilihan Umum
1. Pengertian Pelanggaran dalam Pemilu

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait suatu Pelanggaran

Pemilukada yang bersifat sistematis, tersrtuktur, dan masif adalah pelanggaran



Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif,

sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilukada. Istilah sistematis,

terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:?°

1.

Pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran sistematis, artinya
pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);
Pelanggaran yang bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan
olen aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat
penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
Pelanggaran dalam hal ini bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini
sangat luas  dan bukan sporadis.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilukada tidak hanya pada

proses pemilihan, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudah proses pemilukada.

Mengenai kriteria-kriteria kecurangan dalam pemilukada sebagai berikut :

A. Politik uang (Money Politics) adalah pelanggaran yang tidak mungkin Kita

hindarkan serta lagi trend pada waktu sekarang dan yang paling banyak
dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilukada, yakni politik
uang (money politics) dengan cara memberi uang atau bagaimanapun caranya
yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut.

Pelanggaran terkait dengan politisasi birokrasi, artinya sebuah upaya yang
dilakukan pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon patahana
yang masih memiliki kekuasaan dan mempunyai pengaruh untuk

menggerakan birokrasi pemerintahan agar membantu pasangan calon

Phttps://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=14, diakses pada hari Selasa,

tanggal 13-09-2019, Pukul 15:30 WIB.


https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=14

f.

tersebut, karena pasangan calon itu mencalonkan diri lagi menjadi kepala
daerah. Birokrat yang terlibat biasanya tersitematis, dari struktur atas hingga
struktur bawah dalam pemerintahan daerah.
Kelalaian petugas penyelenggara adalah salah satu faktor pertimbangan
Mahkamah dalam membatalkan hasil pemilukada. Kelalaian petugas ini juga,
bisa jadi karena kurangnya pengetahuan petugas tersebut dalam menguasai
peraturan mengenai bagaimana teknis dalam penyelenggaraan pemilukada
tersebut.
Manipulasi syarat administrasi dalam pencalonan, artinya manipulasi syarat
administrasi pencalonan yang dilakukan pasangan calon kepala daerah ini juga
termasuk salah satu pertimbangan Mahkamah dalam membatalkan perselisihan
hasil pemilukada. Manipulasi syarat administrasi pencalonan ini biasanya
terjadi di awal proses pemilukada.
Memanipulasi suara merupakan memanipulasi suara juga termasuk kriteria
Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan putusannya dan menetapkan
bahwa pasangan calon telah melakukan kecurangan dalam pemilukada.
Ancaman atau intimidasi adalah Pelanggaran berupa ancaman atau intimidasi
baik kepada warga masyarakat mapun pada Badan Penyelenggara Pemilu
(Panwaslu) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dan tim suksesnya.
Ketidak Nntralan panitia penyelenggara pemilukada adalah dengan secara
sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi salah satu bakal calon

menjadi pasangan calon,



h. Politisasi penggunaan anggaran oleh petahana, secara leluasa dilakukan oleh
calon petahana, sehingga peluang untuk penyalahgunaan APBD dapat terjadi
untuk keperluan pemenangan calon tersebut. Sebagai calon, petahana
cenderung melakukan politisasi anggaran dengan cara memanfaatkan pos-pos
belanja APBD, yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

3. Pemilihan Umum

Sebagai bagian dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu
merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang
menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan
rakyat),.?* Dalam International Commision of Jurist, Bangkok 1965 merusmuskan
bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan slaah satu
syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of
law.”??

konsep didalam suatu integritas pemilu® telah dimaknai beragam macam
oleh para ahli, secara positif untuk memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau
secara negatif melanggar Pemilu Demokratisatau tidak memenuhi seperangkat
kriteria. Definisi-definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang
berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokrastis,

dan juga pemilu yang berkuatitas dan integritas pemilu.

“1Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Kencana, Jakarta, 2010, him. 329.

2pjdik Supriono, "Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia”,Jurnal Konstitusi,\Vol. |1, No.1
Tahun2019,him, 10. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurn al/pdf/
ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20V01%202%20n0%201.pdf diakses pada
tanggal 15 september 2019.

“https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-
pemilu-Penting, diakses pada hari Selasa, tanggal 13-09-2019, Pukul 17:00 WIB.
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggraan
Pemilahan Umum, penyelenggaran pemilihan umum adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sedangkan
didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi Kinerja
Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan
aturan sebelumnya.?* Hal ini dapat dilihat dalam pasal angka 1 undang -undang
ini yang berbunyi :

Pemilihan umum vyang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksankan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Pengawasan Pemilu

Wujud salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, yaitu pemilu
seyogyanya haruslah berjalan secara demokratis sesuai dengan aturan yang telah
ada. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya tentang bagaimana lembaga
pelaksana pemilu dalam hal ini KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa lancar
dan sukses sampai tahap akhir, namun ada hal lain yang juga tidak kalah

pentingnya. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas

“Ibid.



yang independen dan otonom.?Pengawasan diperlukan untuk mengurangi
kecurangan yang terjadi baik sebelum maupun selama pemilu.

Perubahan yang terjadi didalam lembaga pengawas pemilu ternyata masih
berlanjut dengan terbitnya suatu Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011
Penyelenggaraan Pemilu. Serta secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan
kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di Tingkat Provinsi
dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu
pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan
eselon | dengan nomenklatur Sekretariat Jendral Bawaslu. Selain itu juga pada
konteks lewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahkan Bawaslu berdasarkan Undang - Undang
Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangai sengketa
pemilu.

E. Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Salah satu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo
Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No0.6/2005 tentang Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara
pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam

pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih

®Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi. Op.Cit, him.107.



dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”?

Dari definisi tersebut tentu masih bersifat umum, sehingga sulit untuk
menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa
yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka
menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu
pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas menyangkut
kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ‘“suatu cara atau jalan untuk mendapatkan
kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Didalam
penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu
metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa
tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan berjenis normatif adalah
penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga
penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan
hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada
perpustakaan.

penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai

aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi,

%bid, him. 51.



konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan
kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan
ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif
mempunyai cakupan yang sangat luas.

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan
hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut
pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema

tema-tema penelitian mencakup:

a. asas-asas hukum;
b. penelitian terkait dengan sistematika hukum;
C. perbandingan hukum, dan
d. sejarah hukum.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, dan yang menjadi
populasi dalam peristiwa ini adalah mengenai rekonstruksi keweanangan Bawaslu
Provinsi Sumatera dalam Pelaksanaan Pemelihan Kepala Daerah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, penentuan sampel menggunakan
metode purposive sampling. Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini lebih mengarah
pada objek yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang

menyatakan bahwa:



Pada prinsipnya tidak ada peraturan - peraturan yang ketat untuk secara
mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut diambil dari populasi, namum
pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik
daripada kekurangan sampel (over sampling is always better than under
sampling). biasanya orang menetukan besar kecilnya sampel itu atas
pertimbangan- pertimbangan praktis saja misalnya mengingat faktor pembimbing,
besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan,
kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri - ciri khas fenomena
yang akan digarap dan lain - lain. Bertitik tolak dari pendapat diatas dan dengan
pertimbangan - pertimbangan tertentu, maka jumlah sampel yang penulis ambil
dalam penelitian ini adalah:

1. kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam proses
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

2. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Uumum;

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan g Pemilihan Umum;

5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI111/2010

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan untuk melihat harmonisasi dan
sikronisasi perundang-undangan mengenai keserasian antara yang satu dengan

27
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yang lainnya. Baik yang berbentuk vertikal“’(hierarki perundang-undangan)

%" Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit, him. 257.



ataupun horizontal®®

(perundang-undangan yang sederajat), keserasian tersebut.
Yakni tidak ada pertentangan antara peraturan satu dengan yang lainya. Akan
tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun
mempertegas dan memperjelas hukum yang mengatur tentang kedudukan, tugas
dan kewenangan badan pengawas pemilu.

a. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian
hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan
dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang
melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung
dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang
digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-
konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan
apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum
yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi
penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas
ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,
maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

a. Pendekatan historis (historical approach)

“Untuk memperjelas tentang hierarki yang berlaku di Indonesia, silahkan lihat Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Pendekatan Historis adalah pendekatan yang digunakan untuk
mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh
terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-
undangan. Pendekatan historis (historical approach) ini banyak digunakan untuk
meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang
menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti
menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat
dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang
terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan
dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu,
serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan
hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang
dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian
hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam
perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat
kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu
biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran
serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan
prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan



berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut
adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat
digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang peneliti
mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan
peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam
penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (comparative
approach), vyakni pendekatan perbandingan makro (macro comparative
approach) serta pendekatan perbandingan mikro (microcomparative approach).”®
Pendekatan perbandingan makro (macro comparative approach) digunakan untuk
membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai
negara, sedangkan pendekatan perbandingan  mikro (microcomparative
approach) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode
waktu tertentu.

3. Sumber Data Penelitian
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan

Mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang - undangan
yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang
digunakan antara lain :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

# C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,
Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006, him. 39.



Pemilihan Umum (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101).

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI111/2010
4) Peraturan perundang - undangan
b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
1) Buku-buku yang terkait dengan tema tesis;
2) Jurnal; dan
3) Artikel dan berita-berita di internet.
C. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
2) Kamus istilah hukum.
4. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang
diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan
pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan
kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara
kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Bahan hukum yang diperoleh dari peneltian diklasifikasikan sesuai

dengan permasalahan dalam penelitian;

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;



C. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya
5. Tehnik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang di
kumpulkan di Klasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis,
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data
dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya dari sumber hukum tersebut
dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif,
yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang
dihadapi. Oleh karena itu hal - hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan
pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab semua
permasalahan dalam penelitian.
6. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengolahan data yang digunakan yaitu
studi kepustakaan (Library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data
primer yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber
kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan
hukum tertulis yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-
buku ilmiah, surat kabar, perundang - undangan, serta dokumen - dokumen yang
terkait dalam penulisan tesis ini.

7. Tehnik Penarikan Kesimpulan



Metode dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif
adalah suatu proses yang berpangkal pada suatu peristiva umum, yang
kebenarannya telah di ketahui atau di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan
atau pengetahuan baru yang lebih khusus. Metode ini di awali dari pembentukan
teori, hipotesis, definisi operasional.

Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala tersebut terlebih dahulu
harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan
penelitian. Dengan demikian konteks metode deduktif tersebut, konsep dan teori
merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala yang artinya penarikan
kesimpulan metode deduktif adalah kesimpulan dari hal — hal umum ke hal yang

khusus. Kebenaran dalam metode deduktif adalah yakin benar atau pasti benar.
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